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Lokasi PLTU yang dibangun
dekat dengan pemukiman warga

Sumber Foto: LBH Yogyakarta




Ringkasan Eksekutif

Batu bara menyumbang emisi CO2 global dalam jumlah yang sangat besar.
Oleh karena itu, untuk menahan kenaikan suhu bumi agar tidak melewati 2
derajat Celcius, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
merekomendasikan penghentian penggunaan batypada tahun 2050.

Salah satu skema untuk keluar dari ketergantungan batu bara adalah
dengan melakukaensiundini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang
ada.

Indonesia perlu memikirkan skema pensiun dini PLTU karena
ketergantungan pada batu bara mmulkan dampak besar. Selain
menyumbang emisi Gas Rumah Kaca yang berkontribusi pada krisis iklim,
batu bara juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada
kesehatan manusia.

Meskipun membawa dampak buruk, pensiun dini PLTU tidak mudah untuk
dilakukan. Selama ini batu bara dianggap sebagai sumber energi yang
murah, walaupun harga yang rendah karena berbagai subsidi dan dampak
buruk tidak diperhitungkan.

Pensiun dini PLTU juga tidak mudah dilakukan karenatatanur PLTU

yang masih muda,tearata 1015 tahunDitambah lagi dengan pengaruh
besar pengusaha batu bara dan investor PLTU dalam ploiddneisia

Vii
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Tingginya korupsi dindonesiadan konflik kepentingan yang tidak diatur
dengan tegas, membuat kebijakan pensiun dini PLTU déuampsi.
Proses pensiun dini PLMdng tertutup membuka peluang bagi praktik
perdagangan pengaruBelain itukehadiran dan partisipasi aktor dan
keuangan privat, membuka peluang bagi praktik korupsi di sektor swasta.

Indonesiabisa belajar dari pengaman negarmegara lain untuk mulai
melakukan pensiun dini PLTU. Kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh
negara maju seperti Amerika Serikat dan Belanda, tetapi juganesgeaea
sedang berkembang seperti Chile, India dan Filipina.

Daripengalaman negara lain, ada tiga tahap yang perlu diperhatikan untuk
mencegah korupsi dalam pensiun dini PLTU. Pertama tahap penyusunan
kebijakanpencegahan korupsi harus dilakukan pada proses penyusunan
legislasi atau peraturan eksekutif dan juga presssbentukan atau
penunjukan organisasi pelaksanar¥@dua, dlam tahap implementasi,
pencegahan korupsi harus dilakukan untuk memastikan tidak ada
penyelewengan yang menjauhkan dari tujuan skema pensiun dini PLTU.
Ketiga, pda tahap pasca pensiun dinngegahan korupsi harus dilakukan
untuk memastikan terlaksananya komitmen pemilik PLTU

dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk
memastikan adanya pembangkit listrik
pengganti dari energi terbarukan
Selain itu, pensiun dini PLTU juo
tidak bisa dilihat selgai proses
bisnis semata Karena dampak
PLTU dirasakan oleh masyarak
maka kebijakan pensiun dini PL"
harus memasukkan kepentinga
masyarakat terdampak, termasu
kompensasi bagi mereka.

viii



Bab 1.
Pendahuluan

Dunia hingga saat miasih bergantung sumber energi dari bahan bakar fosil
walaupun bahan bakar inérdampak pada krisis iklim serta kesehatan
manusi&arena polusi. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar fosil harus
terus dikurangi, dan bahkan mungkenghilangkamya sebagasumber

energi primer untuk listrik. Pensiun dini PLTU yang sedang operasional
menjadi salah satu pilihan.

Indonesia sebagai negara pengekspatu baradan listriknya mayoritas
berasal darbatu bara memilikikesempatan untuk menjadi contoh bagi
negara lain untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan Ndimun
demikian, pensiun dini PLTU tidak mudah untuk dilakukan. Pertama, batu
bara dianggap sebagai sumber energi murah karena tersedia dalam jumlah
besar dIndonesia Energi yang murah dibutuhkan dfedonesiauntuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Kedua,
usia PLTU yang masih muda. Iidonesidarus menghentikan PLTU yang

baru dibangun 1015 tahun lalu, dan harus membangumlgngkit lain,
dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya, sebagian PLTU dan batu
bara dimiliki oleh pengusaha yang berpengaruh dalam Ipoldikesia
Pengusaha batu bara dan investor PLTU memiliki sumber daya material
dalam jumlah besar dan dapampengaruhi kebijajakan publik, termasuk
kebijakan pensiun dini PLTU.
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Berangkat dari kompleksitas kebijakan pensiun dini PLTU, tulisan ini
mengajukan tiga pertanyaaRertama,apa responindonesiaterhadap
inisiatif untuk pensiun dini PLTU di tengaérgantungan yang besar pada
batu baraKeduaadakah pengalaman dari negara lain yang dapat menjadi
pelajaran menging&hdonesisbelum memiliki pengalaman dalam skema
pensiurdini PLTU®@anKetiga risikokorupsi apa saja yang muncul dalam
kebijakan pensiun dini PLTU?

Laporanni melihatpertamameskipurindonesianemiliki ketergantungan

yang sangat tinggi terhadap batu bara, pemerintah mulai mempersiapkan
kebijakan untuk pensiun dini dengan mulai rdentiiikasi pembangkit

yang akan dipensiunkan. Selain itu, kebijakan pensiun dini juga mulai dirintis
melalui partisipasindonesiadalam Just Energy Transition Partnership
(JETP).

Kedua, belajar dari pengalaman negarapamsiun dini PLTU dilakukan
pada awalnya karena tuntutan pasar, terutama karena pembangkit sudah
tua dan tidak efisien ladietapi pada akhirnya negara harus mengambil
peran aktif untuk mengatur pensiun dini PLTU. Selain itu, negara juga harus
menjamin partisipasi masyarakat dalamlémentasi kebijakan pensiun

dini PLTU.

Ketiga, karena pensiun dini pada akhirnya membutuhkan peran negara,
terutama dukungan finansial, maka kebijakan ini rentan korupsi. Korupsi
bisa terjadi pada tahap perencangsada tahap implementasi, dan pasca
persiun dini.Untuk mencegahnya, dibutuhkan transparansi pada setiap
tahapan. Selain itu, benturan kepentingan harus diatur dengan tegas karena
besarnya pengaruh elit dalam bisnis batu bara dan PLTU. Selanjutnya,
pengawasan juga harus diperkuat untuk merastitiap pihak mematuhi

dan melaksanakan kebijakan pensiun dini tersebut.



Untuk mendiskusikan kebijakan pensiun dini PLTU

di Indonesiadan memetakanrisiko korupsi, -
laporan ini dibagi ke dalam empat bagian. Bagian i
pertama tentang kebijakan pensiun dini PLTU di
Indonesia Bagian kedua akan mendeskripsikan .
pengalaman sejumlah negara lain dalam |
melakukan pensiun dini PLTU. Bagian selanjutnya

akan mendiskugisiko korupsi dalam kebijakan

pensiun dini PLTU dan terakhir ditutup dengan
kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang

harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah

korupsi.
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Bab?2.
Skema Pensiun Dini PLTU
& Dilema KetergantungBatuBara

2.1.Kebijakan Iklim Internasional dan Pensiun Dini PLTU

Perubahan iklim bukan lagi peristiwa yang akan terjadi, namun fenomena ini
sedang terjadi saat ini. Fakta soal ini bisa terlihat dalam bentuk semakin
sering dan masifnya kebakaran lahan, badair b&ifjat derasnya hujan

dan gelombang panas. Menumhational Oceanic and Atmospheric
AdministratioNOAA), Bulan Juli 2023 merupakan bulan terpanas dalam
174 tahun terakhir, dengan kenaikan suhu 1,12 derajat celcius di atas rerata
suhu abad 20 (15,8 @¢at Celcius).Hampir mendekati batas kenaikan
suhu yang disepakati pada COP 21 di Paris yatu 1,5 Derajat Celcius di atas
rerata suhu prandustri. Dampak dari perubahan iklim lainnya adalah
melelehnya es di kutub Utara dan Selatan, naiknya permukéeaurt, air
hilangnya keanekaragaman hayati dan-ldammya. Tidak hanya pada
kondisi fisik, perubahan iklim juga bisa memicu dampak yang sifatnya
sosial, politik dan ekonomi seperti migrasi massal, kekurangan pangan,
kerusuhan sosial, instabilitas politik.ofrali iklim ini nantinya akan
berdampak pada ketersediaan pangan, air dan udara bersih serta kesehatan
global.

1 i August 2023 GI o lioad Ce@drsifanEntvirenmBrgap or t | Nat
I nf ormati on 2Q39¢@dmber 2023 di akses
https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/montdyort/global/202308.
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Perubahan iklim terjadi karena adanya pemanasan global yang ditandai
dengan naiknya Kandungan COZ2 di atmosfer. Ada hubamgsung

antara naiknya suhu bumi dengan naiknya konsentrasi CO2 di atmosfer
(Allen 2009).National Aeronautics and Space AdministraidASA)
menyebutkan bahwa pada bulan Agustus 2023 kandungan CO2 sudah di
angka 420 ppfdan kemungkinan besar akan senaik. Penyumbang
terbesar dari kenaikan emisi ini adalah aktivitas manusia dalam sektor
energi yang utamanya berasal dari bahan bakanrtsihational Energy
AgencyIEA) menyebutkan total emisi CO2 dari sektor energi mencapai level
tertinggi 36,8 Gipada tahun 2022 yang sumbangan terbesarnya (15,5Gt)
berasal dari batu bara (IEA 2023). Konsumen terbesar dari batu bara adalah
pembangkitan listrik.

Melihat besarnya sumbangan batu bara pada emisi CO2 global ini, tidak
heran jika dalam kerangka memakanaikan suhu bumi tidak melewati 2
derajat Celcius, menempatkan skema keluar dari ketergantungan batu bara
sebagai salah satu menu yang harus dilakukan oleh setiap negara.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bahkan menyebutkan
agar kenaikasuhu bumi tidak mencapai 2 derajat Celcius maka batu bara
harus tidak dipergunakan lagi pada tahun 2050 (IPCC 2022). Di sisi lain,
target Protokol Iklim Paris 2015 tidak akan mungkin tercapai jika tidak ada
penghentian penggunaan batu bara dalam pembamdjkirik (Cui et al

2019; Kerry, Birol 2023).

2 ; Carbon DioxiCde mat\i tChlangiegndi t al Signs
September 2023, https://climate.nasa.gov/véighs/carbondioxide/.

of
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Salah satu skema untuk keluar dari ketergantungan batu bara adalah
dengan melakukan Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
yang ada. Secara global, PLTU yang harus dihentikan operasiapaniap t
mencapai 111 GW sampai tahun 2030 agar emisi dari sektor kelistrikan
turun 57% pada tahun 2030. Setelah tahun 2030, PLTU yang harus
dihentikan operasinya mencapai 66 GW/tahun sampai tahu(GF&NZ

2023).

Pensiun dini PLTU sebenarnya bukan skansa $ebelum ramai menjadi
pilihan mitigasi wajib dalam kebijakan iklim internasional, skema ini sudah
dilakukan di beberapa negara maju yang memang sudah lama
mempergunakan batu bara sebagai sumber listrik mereka. Namun
masalahnya berbeda dengan negegara berkembang yang
keterkaitannya dengan batu bara baru muncul dalam dua dekade terakhir
dan dengan PLTU yang masih muda dan rerata memakai teknologi terkini
dalam pengelolaan limbahnya. Negara berkembang inilseloeisialan

Cina, misalnya membukam sumber energi yang murah, tersedia dekat dan
banyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri mereka.

Tentu diperlukan pendekatan berbeda kepada negara berkembang agar mau
masuk dalam gerbong melakukan pensiun dini PLTU mereka. Apalagi
negaranegaa berkembang sebenarnya tidak menjadi pelaku utama
terjadinya kenaikan suhu bumi, karena negara majulah pelaku utamanya
yang terlihat dari tingginya emisi per kapita dibandingkan dengan kondisi di
negaranegara berkembang. Namun tergantung terus padadratidan

energi fosil lainnya) juga tidak akan membantu mitigasi perubahan iklim.
Sesuai d e ngmmon lput differentigbed responsibilities and
respective capabilities (CBBR), in light of different national

ci r c u ms(grigsip Tamggung Jaly Sama Namun Dibedakan Sesuai
dengan Kemampuan Masimgsing, dengan Mengingat Kondisi Nasional
yang Berbeda), yang ditegaskan dalam COP 21 Paris dan kenyataan bahwa
perubahan iklim akan berdampak besar pada siapapun di muka bumi ini,
serta dampaknya, séil satunya, akan memukul mundur kemajuan negara
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berkembang dalam mengurangi kemiskinan di negaranya, maka negara
negara berkembang diminta ; kontribus
iklim. Salah satunya mengurangi ketergantungan pada batu bara/PLTU.
Negara raju sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari

zaman karbon ini berkewajiban membantu negara berkembang misalnya
dengan memberikan bantuan keuangan dan transfer teknologi.

2.2. Indonesiaan Pensiun Dini PLTU

Indonesiadalah salah satu penandatangan Protokol Iklim Paris 2015 yang
telah diratifikasi oleh DPR menjadi Undandang Nomor 16 tahun 2016
tentang persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
BangsaBangsa Mengenai Perubahan Iklim. Sebagai negara
penandatangan, Indonesia diwajibkan menyampaikanNationally
Determined ContributiofsIDC) yang berisi target penurunan emisi gas
rumah kaca (GRK) hingga tahun 2030. Pada NDC pdridoresia
berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK tanpa syarat sé8égaada

tahun 2030 dengan Skenario Bisnis Seperti Biasa atau sebesar 41% jika ada
dukungan internasional. DalantEnhancedNationally Determined
Contributionsahun 2022, target itu dinaikkan dari 29% menjadi 32% (setara
912 juta ton CO2) pada tahun 2G30).

Di dalam dokumenEDC 2022 tersebut tidak ada target yang spesifik pada
pengurangan ketergantundaetu baradalam energi primer. Dua kegiatan
dalam sektor energi yang dijadikan titik referensi adalah konservasi energi
dan dorongan penggunaan enerdiaerkan. ENDC menyebutkan target
bauran energi primer ddratu barasebesar minimum 30% (2025) dan
minimum 25% (2050) (Pemerintabdonesi®2022).Penyebutan target ini

3  Tekan Emisi Karbon, NDQ dloackis i 332 Nmad rkskeem, Tar
migas.esdm.gul, diakses 10 September 2023,
https://migas.esdm.go.id/post/read/tekamisikarborindonesianaikkantarget
e-ndc jadi32-persen.
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pada dasarnya hanya mengutip target yang disebutkan dalam PP 79/2014
tentang KebijakarEnergi Nasional. Tidak mengherankan jika banyak
kalangan yang mengangdaplonesiaidak serius dalam menanggulangi
perubahan iklifWalhi 202@;Climate Action Tracker 2022

Di dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)
tahun 20212030 pun tidak ada usaha pengurangan ketergantinagan

barg apalagi menyebutkan memensidin{}-kan PLTU. Pada dasarnya di
dalam RUPTL yang diatur berupa menaikkan bauran temeagukan,
pemakaian teknologi terbaru/terbaik untuk mengurangi emisi karbon dari
PLTU serta mencampoatu baradengan biomassa dan sampah di PLTU
(cofiring). Untuk PLTU sendiri, perannya justru akan bertambah menjadi
sekitar 60% pada tahun 2030.

Skema pensiun atau pensiun dini PLTU baru hadir di dalam target
Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapaz&eEmission (NZE) pada
tahun 2060, yang diluncurkan akhir tahun 2022 bersamaan dengan
Konferensi Tingkat Tinggi G2Qmtlonesia Target NZE 20G0LN masih
berupa komitmen yang masih perlu ditagih, termasuk kehadiran dokumen
resminya. Untuk NZE 2060, Pensiun dini PLTU akan dilakukan secara
gradual sampai tahun 2056

4 ;iLma Tahun Perjanjian Pari s: Kebijakan 1Kk
WALHI, 13 Desember 2020, https://www.walhi.or.idtéma perjanjianparis
kebijakariklim-indonesiatidakseriusdanambisius.

5 ;1 ndonesi a | Cl iakeesl5®ovénbérR0@n Tracker,  d
https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/.
6 Dandy Christian, ; Dirut PLN Ungkap Langke

dalam Forum ETWG G PDRLN (Perser(log), 24 Mat 2022,
https://web.pln.co.id/cms/media/siargrers/2022/03/dirutpIn-ungkaplangkah
nyatapencapaiamet zercemissiondalamforum etwg 1-g20/.
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0 Tahap pertama, PLN akan mengurangi 5,5 GW PLTU jenis stoker sampai
tahun 2030

0 Tahap kedua, PLN akan mempensiunkan PLTU subcritical sebesar 10
GW sampai pada 2040.

0 Tahap ketiga, PLN mengakhiri PLTU subcritical sebesar 18 GW dan
supercritical 7 GW sampai pada 2050
0 Tahap keempat, PLTU mengakhiri PLTUsulpr@rcritical sebesar 10

GWpada tahun 2055

Sebagai catatan penting, belum ada dokumen resmi yang bisa diakses
publik soal Target NZE PLN. Target NZE 2060 PLN tersebut berbarengan
dengan terbitnya Perpres 112/2022 (Percepatan Pengembangan Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenagel)iyang salah satu kegiatan yang
diatur di dalamnya adalah percepatan pengakhiran masa operasional PLTU.
Kegiatan ini bergerak dalam semangat untuk mengurangi ketergantungan
padabatu barasebagai bagian dari kebijakan dekarbonisakinesia

Selain tu, Perpres ini melarang adanya PLTU baru dan membatasi
operasional PLTU sampai tahun 2050.

Kekurangan Perpres ini adalah adanya pengecualian atas larangan PLTU
baru, yaitu PLTU yang sudah ada di dalam RUPTLC®&hfiué(PLTU

khusus untuk kepentingardustri atau kebutuhan khusus, biasanya tidak
terkoneksi dengan jaringan PLN), dan PLTU yang punya komitmen
mengurangi emisi dengan bantuan teknologi, kafiset dan bauran
dengan energi terbarukan. Pengecualian ini memang akan menjadi ganjalan
ke depanjika memangindonesiaserius mau melepaskan diri dari
ketergantungaratu bara Namun keberadaan Perpres ini tetap penting
setidaknya dia menjadi sagatunya produk hukum yang mewadahi harus
adanya pensiun dini PLTU.
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2.3. AlasarKeluar darKetergantinganBatu Bara

Indonesianerupakan salah satu negara yang ketergantungannyagtada
baracukup tinggiBatu baramenyumbang 42,38% bauran energi primer
pada tahun 2022. Tertinggi dalam satu dekade telakioiasarkan data

dariKementerian ESOMda tahur2022.

Saat ini dindonesiaberoperasi 118 PLTdtau 211 jika PLTUaptive
dimasukkan dalam perhitungan ($idon Zero 202Z) Kapasitas
terpasang mencapai 46 GW, dan akan bertambah sekitar 10 gigawatt dari
PLTU yang sedang dibangun, umumnya ada di Jawa dan Bali (Resosudarmo
et al 2023). Dilihat dari kapasitas terpasang pembangkit listidkesia

masih bergntung paddatu barg53,48%) dibandingkan dengan sumber
energi terbarukan yang mencapai 12,53%.(PLN 2023).

Presentase kagitas terpasang per jenis pembangkit pada Bekember
2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Pembangkit K?R/ﬁ;as Presentase
PLTU 36.923,00 53,48%
PLTGU 12.746,68 18,48%
PLTD 4.227,75 6,12%
PLTMG 2.601,10 3,77%
PLTA 5.083,05 7,36%
PLTM & PLTMH 552,01 0,80%
PLTG 4.016,30 5,82%
PLTP 2.533,68 3,67%
PLT Surya, PLT Bayu & PLT Biomas 356,02 0,52%

Sumber Laporan Tahunan PLN tahun 2022: Leading The Way To Empower The Nation)

7

; Coal Asset Transiti onuleg,l ,
https://www.transitionzero.org/products/ceadsettransitiontool.

Transiti onz
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Presentase Jenis Pembangkit Listrikndionesia
(Akhir Desember 2020)

582% 3.,67% 0,52%

0,80%

7,36%

3,77%

53,48%

mPLTU
mPLTGU 18,46%
m PLTD

PLTMG

PLTA

PLTM & PLTMH
HPLTG
mPLTP
m PLT Surya, PLT Bayu & PLT Biomas

Ada beberapa alasan ketergantungan patiabarani akan menyulitkan
Indonesialalam transisi energi term&sdalam melaksanakan pensiun dini
PLTU:

1) Indonesiamemiliki cadangan terbuktatu barahingga 33 miliar ton
yang mayoritas berada di Pulau Sumatera dan KalimBatarbara
karenanya dianggap murah, tersedia dekat dan banyak. Dengan cara ini,
Indonesidoisa memiliki sumber listrik yang terjangkau untuk memenubhi
kebutuhan energi dalam negerinya.

12



2)

3)

4)

Mencegah Korupsi dalam Skema Pensiun Dini PLTU di Indonesia

Batu barguga menjadi penyumbang devisa yang tinggi untuk keuangan
negardndoresia Pada tahun 2022, produkstu baranencapai 687

juta ton dan 465 juta ton di antaranya diekspor ke berbagai negara
terutama India dan China. Rerata hargabBtDBargada tahun 2022
adalah 276,58 US$/ton sehingga nilai ekspornya US$ 129 milyar.
Keika ada pensiun dini PLTU, yang akan terkena dampak tidak hanya
rantai pasolbatu baratetapi juga akan menguras dana negara untuk
membayar kompensasi dan restorasi lingkungan hidup. Skema pensiun
dini membuat faktor biaya menjadi tanggungan banyak &kt

hanya pemaibatu baraFirdaus 2023). Dengan kata ld&atu bara

dan PLTU sudah berakar jauh dalam sistem ekbrdonesia

Umur PLTU dndonesiamasih relatif muda, rerata-16 tahunan.
Indonesidaru memiliki PLTU pada tahun 1984 dengan beroperasinya
PLTU Suralaya unit I. Umumnya PLTU yang beroperasi sekarang
dibangun pada 2018n, bahkan ada yang baru beroperasi pada tahun
2022 (Clark et al 2020).

Sebagaimana lazim di negara dengan tata kgdolg buruk, para
pemangku kepentingabatu bar#PLTU berkaitan erat dengan
kekuasan politik dan ekonomi negara. Hal tersebut bisa dilihat dalam
daftar orang terkaymdonesiayang rutin dirilis oleh Forbes (dikutip
Kontan 2023§.Sumber kekayaan mayaositarang terkayéndonesia
tersebut berasal dari industri berbasis lahan seperti tambang atau
perkebunan (umumnya kelapa sawit). Mereka bahkan ada yang berubah
menjadi pejabat negara yang mengurus soal energi, sebagian yang lain
menjadi penyokong dan pengtmezim dari luar. Keberadaan mereka

ini menjadi penghalang penting dalam skema pensiun dini PLTU.

; Daftar 23 Orang Terkaya di I ndonesi a
September 2023, https://industri.kontan.co.id/news/d&8orangterkayadi-
indonesiafebruari2023-dan-kisahny.
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Dekatnya kepentingan melanggendian baralengan kekuasaan negara

di tengah iklim demokrasi dan penegakan hukum yang buruk membuat
risiko korupsi dalartata kelola tambang/PLTU menjadi hal yang lumrah.
Tercatat ada beberapa kasus korupsi dalam PLTU yang melibatkan pejabat
penting negara dan pebisbigtu baraseperti Kasus PLTU Tarahan atau
PLTU mulut tambang Riay Kerentanan atas terjadinya korumsakan

terus ada sepanjang tidak ada perubahan pada kondisi ekonomi dan politik
Indonesigiang bersifat kleptokrasi.

Cadangan & Bal-tlar :ra -
BatuBara WESsve FOB 2022
33 Miliar Ton us$ 276,58 r7on

Produksi

<2
LA Ekspor @

2022 Q@@=

Batu Bara

© B - Total Nilai Ekpor
687 Juta Ton Batu Bara 2022

465 Juta Ton US$ 129 Miliar

. Umur PLTU
[

10-15 Tahun
Masih Relatif Muda

adalah salah satu

531, SUMBER KEKAYAAN
—4 SUMBER KEKAYAAN

mayoritas orang terkaya
di Indonesia
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Namun, pensiun dini PLTU juga akan memberikan manfaat jangka panjang
yang bisa menga lbathbadRiLTU; Bebetapatalasay a n ’
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanpa ada kebi jbatk data ;nkeeklasam k amar b
mempertahankan suhu budiibawah 2 derajat Celcius pada tahun
2100. Walaupun bauran energi terbarukan meningkat tiga kali lipat
namun jika PLTU tetap diperbolehkan dibangun dan beroperasi maka
sama saja dengan latihan maraton sambil merokok lima bungkus sehatri
(Kerry, Birol 2023Kenaikan suhu bumi melewati 2 derajat Celcius akan
menimbulkan dampak besar pada peradaban manusia.

2) Tidak ada yang meragukan sumbangan PLTU, terutama di negara
negara Selatan, pada adanya listrik yang murah, terjangkau dan dapat
diandalkan. Elektrifikassudah jelas menyumbang besar pada
pengurangan kemiskinan. Namun murah dan terjangkaunya listrik dari
PLTU ini dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan hidup dan
kesehatan manusia. Dan jika faktor eksternalitas ini dimasukkan ke
dalam perhitungan modeétamomibatu barPLTU sekarang, maka
harga PLTU sebenarnya mahal sekali. Jika dampak dari polusi udara
dimasukkan dalam keekonomian PLTU, maka Heatgabaradi
negaranegara G20 seharusnya lebih mahal 2 sampai 3 kali lipat dari
harga yang ada (Kalkuhll®). Sementara satu riset soal dampak PLTU
Suralaya memperlihatkan ongkos rusaknya kesehatan akibat polusi
udara mencapai Rp 14,2 triliun per tahun (Kelly et al 2023). Ongkos ini
hanya dari satu faktor eksternalitas saja: polusi udara. Tentu ongkosnya
akan naik jika ada beberapa eksternalitas dimasukkan ke dalam
perhitungan keekonomian PLTU (misalkan saja kerusakan air tanah,
pencemaran laut, penyakit asma, kematian dini anak, pindah
paksa/pindah mata pencaharian dan pemanasan global).
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3) Tampak murahnya listrik dari PLTU juga berakibat dari tingginya
subsidi padaatu baraBatu barasetidaknya menerima 15 bentuk
subsidi, 7 diantaranya bisa dihitung yaitu sebesar US$ 946 di tahun
2015 (Clark et al 202Qnternational Monetary Fu(iiiF) rencatat
bahwa pada tahun 2022, secara global subsidi yang diberikan kepada
bahan bakar fosil mencapai US$7 T dimana 30% di antaranya diberikan
kepadabatu bara(sekitar US$ 2,1 T) (IMF 202B)donesiajuga
memberikan subsidi yang besar phdtu bara Anganya memang
tidak pasti karena ketertutupan data soal ini. Tapi menurut ODI,
PemerintahIndonesiasetidaknya menggelontorkan subsidi fiskal
kurang lebih US$ 2,6 milyar/tahun (setara Rp 39 triliun per tahun
dengan kurs Rp. 15.000) (Gencsu 2019). IMF galbhkasi yang
sama tahun 2023 itu juga menyebutkan bahwa total subsidi (implisit
dan eksplisit) pada bahan bakar fosil yang dikelusrtanesigpada
tahun 2022 sebesar US$ 194 miliar (IMF 2023). Dengan mengikuti
perhitungan IMF bahwa 30% dari totalidubiberikan padaatu bara
maka Indonesiadiperkirakan memberikan subsidi pdmdu bara
sekitar US $ 58,2 Milyar atau Rp 873 T (kurs Rp 15.000) untuk tahun
2022 saja. Bentuk subsidi ini beragam salah satunya dalam bentuk
Domestic Market ObligatiidMOpatu bargyang membuat harga beli
batu barauntuk kepentingan listrik dalam negeri jauh lebih rendah
(ditetapkan oleh Menteri ESDM) daripada batgdaranternasional.
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4)

5)
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Indonesiasekarang sedang mengalami surplagiki Perhitungan

yang terlalu ambisius ketika membuat proyek 35 GW (20 GW di
antaranya dari PLTU) pada masa awal pemerintahan Jokowi yang
kurang memperhitungkan faktor pertumbuhan permintaan listrik
(Singgih 2021). Surplus listrik ini terjadi di J&ah tempat di mana
banyak PLTU berdiri. Kelebihan pasokan listrik seharusnya
mempermudah proses pensiun dini PLTU karena memang listriknya
tidak dipergunakan dan tidak akan membebani kondisi sosial ekonomi
dan politik negara. Kondisinya akan berbeda jik@ tgajadi adalah
sebaliknya, defisit listrik: pensiun dini PLTU menjadi mustahil karena
PLTU akan dibangun lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Masa depan energi dunia akan berada di tangan energi terbarukan
(surya, angin, panas bumi, air)cea keekonomian harganya juga
sudah turun dan terus mengalahkan harga bahan bakar fosil. Secara
global, IRENA mencatat bahwa biaya untuk membangun pembangkit
listrik dari sumber energi terbarukan terus turun. Pembangkit listrik dari
photovoltaic, misalnyamembutuhkan biaya USD 0,049/Kwh pada
tahun 2022 dibandingkan USD 0,445/Kwh pada tahun 2010. Biaya itu
lebih rendah dari PLTU ¢thdonesiayang membutuhkan USD
0,055/Kwh  (IRENA 2023b). Hadirnya energi terbarukan juga
mempengaruhi sektor lainnya, sepedstiamh pilihan perdagangan.
Banyak yang mensyaratkan sumber energinya dari sumber yang
terbaharui daripada dari energi fossil. Hal ini tentu akan membuat
Indonesia tersisihkan dari persaingan perdagangan dunia atau
setidaknya dalam mengakses dana internakiderus dipeliharanya
PLTU akan mengunkidonesiadalam persaingan antar bangsa di
masa depan (yang sebenarnya tidak jauh juga).
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PENSIUN.
DINI &Q
PLTU

Menjaga Indonesia dari
kerusakan lingkungan
& kesehatan manusia

Jika dampak polusi udara

ikut dihitung dalam . -
nilai keekonor%ian PLTU lmfl'} uBr:Pu Iasr:t;rzlga
Menekan makﬂgﬁ?&gzg‘; bara membebani APBN
I;Hﬂukte;n:gi(an 2-3X I dPada_taQ_un ZkQZi
i : ndonesia diperkirakan
gL'Ei‘i'.f}['.s dari harga yang ada memberikan subsidi
Tahun 2100 (Kalkuhl 2019) untuk batu bara
US $§ 58,2 Milyar
Rp 873 T

(kurs Rp 15.000)

Mengatasi

Masalah
OverSuppl
Listri

Bisa beralih
ke Energi Terbarukan

Proyek Jokowi membangun yang lebih murah

Pembangkit Listrik 35 GW :
(20 GW berupa PLTU) daripada Batu Bara
tidak memperhitungkan
permintaan listrik sehingga Pembangunan USD 0,445 /Kwh
terjadi surplus listrik Pembangkit listrik 2010
di wilayah Jawa-Bali tenaga surya
(kebanyakan PLTU), (photovoltaic) usD 0,049 /Kwh
harusnya pembangkit itu 2022
bisa dipensiunkaln kglzena ST
memang listriknya
tidak dipergunakan pry USD 0,055 /Kwh
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Grafik 1. Biaya rerata global pembangunan pembangkit listrik
dari sumber energi terbarukan 2€A@P2 (Sumber IRENA 2023b)
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Dalam pada itu, di tengah keengganan inchegui bardPLTU nasional
untuk mengikuti langgam kebijakan iklim internasional, gi&msaun dini
sudah mulai dilakukanldidonesia

Katadata menyatakan bahwa rencana penutupan empat unit pembangkit
batu bara dengan total kapasitas 1,7 GW pada 2037, ditambah dengan 12
unit dengan total kapasitas 4,5 GW yang akan pensiun dini pada 2023
(Lidwina 2023).

Di tempat lain, ada setidaknya dua PLTU yang sedang dipinang-untuk di
pensiun dinkan yaitu pertama, PLTU Cirebon 1 dengan kapasitas 600 MW
yang dimiliki oleh PT CEP (Cirebon Electric Power). Kedua, PLTU Pelabuhan
Ratu. Pensiun dini PLTU Cirebon | meinghkema ETM (Energy Transition
Mechanism) yang difasilitasi oleh Bank Pembangunan Asia (ADB),
sedangkan untuk PLTU Pelabuhan Ratu belum ada data yang detail.
Walaupun masih dalam proses awal, karena mengikuti skerA®BTala
kemungkinan besar pemegalRP akan dikompensasi keuntungannya
dengan menerbitkan senior notes dengan bunga rendah.

Skema lain yang akan jadi kendaraan skema pensiun dini PLTU adalah JETP
atau Just Energy Transition PartnershipE TP adalah mekanisme
pendanaan baru yang melibatkan negara maju (tergabung dalam IPG) dan
negara berkembang untuk membantu proses transisi energi. Karenanya bisa
dikatakan JETP ini wujud dari prinsip CBRBRyang ditegaskan dalam
Protokol Iklim Paris 26. JETP awalnya terkait dengan bantuan pada
negara yang energinya bergantung pbat bara(Indonesia Afrika
Selatan, Vietnam). Namun berubah ketika Senegal ikut masuk dalam skema
JETP dimana Senegal banyak bergantung pada gas bumi. Tujuan lain dari
JETP adalah memobilisasi dana swasta dalam kebijakan dekarbonisasi
negaranegara dan fasilitasi transi si ;

20
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Indonesiadalah peserta kedua dalam skema JETP setelah Afrika Selatan.
Perjanjian JEFRya ditandatangani pada 15 NovembeR2@tla saat KTT

G20 di Bali. Pihak yang terlibat adétalonesiadengan IPG (International
Partners Group) yaitu negara Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark,
EU, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, UK+lIrlandia Utara. JETP dengan
Indonesiani dikoordiasikan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Selain IPG,
pihak yang terlibat juga adalah pihak konsorsium swasta yang tergabung
dalam GFANZ[asgow Financial Alliance for Net Zamggotanya antara

lain (Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Mabtjukf, dan
Standard Chartered)). Dana yang dijanjikan cukup besar yakni US$ 20 miliar
atau Rp. 300 Triliun dengan kurs Rp. 15.000. Dana yang dijanjikan akan
disediakan selamaS3tahun itu dibagi dalam dwance US$ 10 milyar dari

IPG (dana publik) darsamnya juga US$ 10 miliar berupa dana kalangan
swasta via GFANZ.

Dalam perkembangannya, Perjanjian JETP ini tampaknya cukup fleksibel
menerima perubahan kegiatan. Dalam perjanjian lh@®Residbersama

| PG menyusun ; JETP Comprgheldsinv e ylan
berisi kegiatan untuk, antara I&in

1) Menahan emisi dari sektor energi sebesar 290 juta ton CO2 pada tahun
2030 (lebih rendah dari baseline 357 juta ton CO2 tahun 2030) dan
terus turun sampai mencapai target net zero untuk sektor enexgi pad
tahun 2050

2) Percepatan pembangunan energi terbarukan supaya mencapai paling
sedikit 34% bauran energi pada tahun 2030

% Joint Statement by the Government of the Republic of Indonesia and International
Partners Group members on the Indonesia Just Energy Transitipn Ptad.o n e s i a
Just Energy Transiti on -FEuregpeanComiigsion,, Eur oy
diakses 15 Juli 2023,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement 22 6892.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Percepatan pensiun dini PLTU (dengan bantuan IPG) yang
diprioritaskan dan dipilih oleh Pemerintatonesia

Percepatan alat dan tedogi untuk elektrifikasi dan efisiensi energi

Percepatan industri lokal dalam energi terbarukan dan efisiensi energi
dengan investasi dalam kapasitas teknologi dan pengetahuan lokal
dengan kolaborasi dengan IPG

Mengidentifikasi kelompok masyarakatgyeentan terdampak negatif
transisi energi, para pekerja dan kelompok masyarakat prioritas pada
wanita, anak muda dan kelompok masyarakat yang mendapatkan
nafkah dalam dan/atau terkoneksi dengan indhegtribara

Menahan pembangunan PLTdptive sesuai dengan Perpres
112/2022 dan mencari pembangkit energi terbarukan di luaBHkiva

Membatalkan egrid PLTU yang direncanakan di dalam RUPTL 2021
2030 dan memperkuat moratorium pembangunan PL-gudobaru
sesuadengan Perpres 112/2022

Menyelaraskan persyaratan konten lokal (TKDN) dengan peta jalan
kemampuan manufaktur energi terbarukan dalam negeri dan
memperbanyak penyebaran energi terbarukan untuk mendukung
kemampuan manufaktur energi terbarukan domestikyahg

10) Mobilisasi pendanaan baik hibebncessional loamarket loansdll

22
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Indonesigkemudian membentuk Sekretariat JETP pada 16 Februari 2023.
Sekretariat JETP berada di Kementerian ESDM dengan g gvotprdan
didukung oleh ADB. Salah satu tugas Sekretariat JETP menyusun
Comprehensive Investment and Policy(BIEP) dengan finalisasi di Bulan
Agustus 2023. Finalisasi CIPP ini diundur untuk waktu yang tidak
ditentukan, dengan alasan yang juga tieid&lu jelas.

Dalam dokumen dari sekretariat JETP yang sempat beredar di publik, ada
beberapa kegiatan yang akan dilakukan lolébnesiadalam kerangka
JETP, yaitu

1) Pengembangan jaringan transmisi
2) Pensiun dini PLTU secara bertahap

3) Percepatan pembangunmfrastruktur energi terbarukan yang bersifat
baseloadPLTAPLTP dan lainnya) untuk jangka pendek

4) Percepatan pengembangan infrastruktur energi terbarukan yang
bersifat variabel dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur
transmisi

5) Percepatan pembgunan rantai pasok untuk energi terbarukan
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Fokus Investasi
Teridentifikasi
Mempercepat
Transisi Energi

Sumber :

PLN's Pathway Towards
Energy Transition Document
GF ANZ-PLN under JETP RE
Development Scenario

oy

Akselerasi
Energi Terbarukan
aseload

Infrastruktur Energi
Terbarukan Baseload
Diprioritaskan untuk

Jangka Pendek

Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi &
Tenaga Air dapat
menjadi Landasan
Ekonomi Rendah
Karbon
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Pengembangan
Jaringan Trasmisi

Pengembangan
Jaringan Transmisi
(Interkoneksi Intra &
Inter Sistem Transmisi)

Mengembangkan
jaringan transmisi
untuk mengurangi
keperluan membangun
kapasitas daya captive
dan meningkatkan
akses pada energi.

Akselerasi
Energi Terbarukan
Variabel (VRE)

Percepatan
Pengembangan VRE
dengan Perhitungkan

Kesiapan Infrastruktur

Pembangkit Listrik
Tenaga Surya & Bayu
Berpotensi menjadi
Sumberdaya yang
Ekonomis dan dapat
Memenuhi Kebutuhan
Daya

Pemensiunan Dini
PLTU Batubara

Pemensiunan PLTU
Batu Bara secara
Bertahap untuk Penuhi
Target Emisi Co2

Pemensiunan
Pembangkit Listrik
Tenaga Batu Bara

Mendukung Penetrasi
EBT dan Mengatasi
Oversupply Daya

Pembangunan
Rantai Pasok
Energi Terbarukan

Mengaktifkan
Infrastruktur & Industri
yang Terkait dengan
Transisi Energi

Transisi Energi
Merupakan Kesempatan
untuk Ciptakan
Lapangan Kerja dan
Tingkatkan Daya Saing
Ekonomi Indonesia
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Dengan demikian, pensiun dini PLTU menjadi salah satu prioritas pekerjaan
Indonesiadalam kerangka JETP. Tentu saja kerangka JETP ini sebaiknya
juga mengkonsolidasikan semua upaya yang sudah atau sedang berjalan
yang memiliki kegiatan berupa pensiun dini PLTU s&pmsterating Coal
Transitionyang dibiayai oleh Climate Investment R@BEACT), Energy
Transition Mechanism (ETM) yang didukung oleh ADB, ETM Country
Platform (ETMCP) yang dibuat oleh PemerintadonesiaETM versi PLN

dan ETM vertmdonesidnvestment Authority (INETM). Konsolidasi dan
koordinasi kegiatan dalam preskekarbonisasi antar berbasfakeholder

baik di pemerintah maupun ppemerintah juga merupakan salah satu
permintaan dari Perpres 112/2022.

Meskipun Indonesiasudah menjadikan JETP sebagai prioritas, dan
Indonesiguga telah menandatangani ProtokbinlParis 2015, kebijakan
pensiun dini akan menghadapi banyak hambatan. Salah satunya karena
ketergantungaindonesiagzang sangat besar pada sumber energi dari batu
bara. Apalagi sebagian investor dan pengusaha batu bara ada&bh elit
politik dan ekonomindonesia Situasi ini sesungguhnya merupakan
kontradiksi yang membuat pensiun dini PLTU tidak akan secepat dan
prosesnya tidak akan selancar seperti yang banyak diharapkan. Oleh karena
itu, perlu melihat lebih detail bagaimana negagara lain menjaian
kebijakan pensiun dini PLTU. Pengalaman negara lain akan sangat berharga
bagilndonesigyang baru akan memulai proses pensiun dini PLTU.
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Bab 3.
PensiurDini diNegaral.ain

3.1.Pengalaman Pensiun Dini di Negara Lain

Saat ini belum ada implementasi pensiun dini PLTdaelesia TI
Indonesiamencoba melihat pengalaman negsgara lain yang punya
pengalaman dalam skema pensiun dini. Pelajaran dari-negara di luar
Indonesiani menjadi bahan untuk memperkirgi@ses pensiun dini PLTU
dilndonesialan sekaligus memperkirakan pada titik mana korupsi mungkin
terjadi.

Alur bisnis PLTU berjalan dari masa perijinan, tanda tangan jual beli listrik
(Power Purchase Agreem®mA), konstruksi sampai dengan selesai
opeasionalnya PLTU (pensiun). Prosesnya panjang karena pembangkitan
listrik memang membutuhkan perencanaan dan kebijakan yang tepat dan
matang serta dengan input keuangan besar dan dengan masa operasional
yang lama (4®0 tahun).

Dalam tulisan inTl Indoneia akan membatasi pengertian pensiun dini
PLTU sebagai "penghentian operasional PLTU sebelum masa akhir
operasional yang ditentukan."” Dengan definjstlimdonesidianya akan
melihat pada PLTU yang sudah beroperasi dan kemudian masa
operasionalnya dgppendek sebelum masa pensiun berakhir atau sebelum
masa operasional yang disepakati terjadi.
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Tlindonesididak melihat pada PLTU yang ada di dalam masa komstruksi
yang pastinya juga sudah mendapatkan perjanjian jual belirhstsikk

dalam kategori pensiun dini. Apa yang dimaksudkan diatas lebih tepat
disebut sebagai "pembatalan operasional PLKésiudianT| Indonesia
melihat bahwa pembatalan operasional PLTU dengan pensiun dini PLTU
memiliki konsekuensi yang berbeda. Misalnya dalam segi kompensasi:
pembatalan operasional tidak memerlukan penggantian keuntungan yang
hilang, yang sebaliknya harus diperhitangdalam skema pensiun dini
PLTU.

Indonesiagbelum memiliki pengalaman melakukan pensiun diniftalU
Rerata usia PLTUIddonesiadalah 1015 tahun; umumnya baru dibangun
pada tahun 203an sampai sekarang. Ada beberapa Ptajplive
(pembangkit listk untuk keperluan suatu industri) yang sudah ada sejak
tahun 1980an yang sampai saat ini masih beroperasi. Hal ini juga
menunjukkan bahwa walaupun industtu baradi Indonesiasudah ada
sejak abad 19, namumatu baraebih banyak dipakai untuk trangpsi

atau diekspor untuk pembangkitan listrik di negara lain.

Pada saat ini, dengan bantuan EAIMB,Indonesiasedang menjajaki
proses pensiun dini dua PLTU yaitu PLTU Cirebon 1 dan PLTU Pelabuhan
Ratu. Sampai tulisan ini dibuat, proses pensiun inhiip@sada di tahap

awal.

Karena itu menjadi penting untuk melihat pengalaman negara lain yang
pernah melakukan pensiun dini Rioyd dan bagaimana mereka
menangani kemungkinan terjadinya korupgau jika ada, menangani
korupsi yang timbul. Tentu tidakaa ditemukan pengalaman yang bisa
benarbenar mencerminkan kontdkgonesianamun setidaknya kita bisa
berkaca atas kondisi, persyaratan yang perlu diperhatikan pada saat
program pensiun dini dilakukan.
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Memilih negara mana yang #iea cocok dengarokteksindonesiguga

bukan perkara yang mudah. Kasus yang ingin dilihat merupakan kasus
spesifik: pensiun dini PLTRAtu barasudah lama dipakai sebagai sumber
energi namun kiprahnya berbdaala di tiap negara. Bagi negara maju
yang mempelopori penggangatu barasebagai energi, sudah banyak
yang tidak memprioritask&atu baraTidak hanya karena usia Pinya

yang sudah tua, namun banyak juga yang melakukan pensiun dini karena
gagal bersaing dengan energi primer lain seperti gas dan energi terbarukan
(angin dan surya). Hanya beberapa negarad mangacu pada OECD

yang masih mengandalkaatu baraebagai energi penting seperti Amerika
Serikat.

Hanya saja keberadaannya sebagai negara maju dengan PLTU yang sudah
tua harus membuat analisis berhlatiti menjadikannya pelajaraii

negara tersebubatu barasudah mulai ditinggalkan yang berbeda
kondisinya dengamdonesiayang keberadadpatu baramasih signifikan

dalam pasokan energi. KarenaTikindonesiguga akan melihat negara

negara berkembang yampunya PLTU berusia muda dan dalam proses
transisi energi. Apalagi jika negara berkembang ini sudah memulai terlebih
dahulu skema pensiun dini PLTU.

Namun yang lebih penting dari sekedar melihat pengalaman di negara
negara yang disebutkan adalah memipadd pensiun dini PLTU dan
bagaimana tata kelola skema pensiun dini dilakukan. Untuk melihat
semacam garis besar dalam proses pemensiunan dini PLTU, mulai dari
faktor pendorong sampai skema pemensiunan dini PLTU dan bagaimana
mereka berhadapan dengan kegkiman terjadinya korupsi. Dari pola itu
pula kita bisa memperkirakan pada titik mana korupsi akan terjadi.
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Tlindonesiakan melihat beberapa negara sebagai patokan. Nezpgaea

ini dipilih berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Jakob dan Steckel
(2022) yang melihat posisi negara tergantung patlabaradan sejauh

mana proses ; kel uabatu samtermasakaphkenr t ahap’
negara itu sedang atau sudah melakukan pensiun dini PLTU, sehingga
negara yang baru memakaiu baraakandieliminasi. Pembagiannya itu

berupa:

1) Negara yang sudah keluar secara bertahapatarbaraNegara yang
termasuk ke dalam bagian ini adalah Jerman, Bulghiig@,UK dan
Amerika Serikat. Pada bagiarTinhdonesianemilihAmerika Serikat
(perwakilan negara maju) d@hile (Satusatunya negara anggota
OECD dari Amerika Latin). juga akaikisesenyinggung juga apa
yang terjadi dBelandaebagai bahan untuk melihat proses pemberian
kompensasi pada PLTU yang ditutup.

2) Negara pemakai utarbhatu baraPada bagian ini ada tiga negara yaitu
China, India dan Turkidiadipilih sebagai salah satu studi kasus

3) Negara yang baru memakaiu bara Negara ini merupakan negara
yang baru membuka pintu untuk PLTU seperti Kenya, Filipina dan
Vietnam. Untuk tahapan iHilndonesiaeakanmenyoroti pada negara
Filipinayang ternyt sudah menjalankan ETM secara mandiri.

4) Negara pengekspor utarbatu bara Negara yang masuk ke dalam
bagian ini adalah AustraliagonesiaKolombia dan Afrika Selatan.
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1. Pengalaman Amerika Serikat

Batu baraadalah penopang energi penting
Amerika. Menurnergy Information Administratior
(EIA), kontribudiatu bargpada bauran energi US/
pada tahun 2022 mencapai 12% dan diperkiral e —

akan terus turun (EIA 2028)apasitas terpasang =

PLTU memang besar, padahun 2021 saja

kapasitasnya masih 217 GW. Hampir tidak ada pembangunan PLTU baru
dalam lima tahun terakhir. Pembangunan PLTU besar terakhir di Amerika
terjadi pada tahun 2013 yaitu PLTU Sandy Creek di Texas dengan kapasitas
932 MWKarena itu, rerata umPLTU di Amerika Serikat adalat660

tahun. Bahkan masih ada PLTU yang dibangun pada masa Perang Dunia Ke
2 yang masih beroperasi sampai sekarang (8EM).

Dalam satu dekade terakhir, mulai banyak PLTU yang berhenti beroperasi
atau dihentikan operasiny@atu barasebagai energi primdrarenabatu
baradipakai juga untuk industri seperti baj@makin ditinggalkan. Menurut

ElA, antara tahun 20021 kapasitas PLTU yang berhenti operasi rerata
9450 MW tiap tahunnya dan diperkirakan 23% dari total kapRisit&)

yang beroperasi sekarang (200.568 MW) atau hampir mencapai 50 GW akan
pensiun pada tahun 2029.

0 - U. S. ener gycofisanmption and prauuctioh.B. €dergy
I nformati on Administration (EI A), di akse
https://www.eia.gov/energyexplainedfasergyfacts/U.S. energy facts explained.

1. Coal Plant Retirements,’  Global Energy N\
https://www.gem.wiki/Coal_plant_retirements.

2 - Nearly a Quart er -FirddFleehScheiedto Reiyi ng U. S. (
2029, ' 17dSepekniser2023
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=54559.
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Pensiun dini PLTU di Amerika Serikat lebih banyak didorong oleh pasar,
sehingga keputusan pemensiunannya juga lahir dari kalkulasi bisnis.
Pemilik PLTU melihat bahwa PLTU sudah tidak bisa bersaing dengan jenis
pembangkit listrik lainnya atau beroperasi gden rugi, sehingga
memutuskan untuk menghentikan operasinya dan setelahnya PLTU dan
lahannya dijual ke pihak lain untuk diubah peruntukannya.

Pemilik langsung bertanggung jawab atas pensiun dini-rigiaTuU
Keterlibatan negara hanya memastikan bahwa tagpésirik yang hilang

itu sudah tergantikan dari sumber energi lain serta pengawasan pada tenaga
kerja atau dampak pada lingkungan sosial. Contoh PLTU yang pensiun
dengan proses ini adalah PLTU Ashtabula di Ohio. Pada tahun 2010,
Pemiliknya, FirstEnerggelihat bahwa permintaan atas listrik dari PLTU

nya terus turun dan di sisi lain ada ketidakjelasan prospek bisnis dengan
semakin banyaknya regulasi lingkungan hidup yang semakin ketat. Dengan
dua alasan ini, FirstEnergy memutuskan menutup PLTU Asptataula
tahun 2015 (GENS.

Kasus pensiun dini PLTU Bonanza berkapasitas 500 MW yang berada di
Utah berbeda lagi. Rencana pensiun dini PLTU ini bukan karena keinginan
pemiliknya, namun karena kalah di pengadilan oleh penggugat dari kalangan
NGO, yaitu Wild#a Guardian dan the Sierra Club. Penggugat menuntut
PLTU Bonanza untuk mematuhi dan menerapkan teknologi untuk
mengurangi debu dan emisi dari Royal Pemilik menyetujui juga untuk
mengurangi konsum$iatu baraya. Dengan semakin terdesakbgtu

bara oleh energi primer lain dan energi terbarukan, pemiliknya
merencanakan mengoperasikan Rby& sampai tahun 2030 (Walton
2015).

B :Ashtabul a-@loowkeal sEmear @yl7 Septamber®023 ° di akses

https://www.gem.wiki/Ashtabula_power_station.
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Namun ada beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang posisi industri
batu baranya menonjol dan memiliki kekuatan politik. rekge
memengaruhi dan membuat kebijakan yang memperpanjang umur PLTU
(OoDonoghue 2023) . Dan j 1 ka me man g
memastikan terlebih dahulu mendapatiesute(kompensasi) dari negara.

Bentuk kompensasi dari negara bagian juga beldseHdergantung pada
apakah kebijakan listriknya diregulasi atau tidak. Di negara yang pasar
listriknya diregulasi, maka ketika pensiun dini PLTU ada kemungkinan
ditanggung bersama dengan pembayar pajak, sedangkan di negara yang
tidak diregulasi, penanggurigyanya adalah pemilik PLTU (Power 2616)

atau malah dbailoutoleh negara, tergantung kekuatan lobi dan dukungan
perusahaan itu dari kalangan pembuat kebijakan.

Bahkan mereka berkongkalikong dengan pejabat setempat untuk terus
mengoperasikan PLTU mereka yang sebenarnya merugi dengan
mengandalkan subsidi negara. Satu kasus di Ohio akan dijadikan contoh.
Kasus ini dianggap sebagai kasus terburuk dalam sejarah berdirinya negara
bagian Ohio. Kasus itu dikenal sebagai kasus Hd@&s2®i9 (HB 6/2019)

dan melibatkan perusahaan FirstEnergy dan Ohio Valley Electric
Corporation. Sejumlah legislator Ohio penyusun HB 6 telah ditangkap
sementara penyuapnya juga diperiksa dan mengaku bersalah.

Proposal HB 6 Ohio banyak dikecam olehsaktigkungan dan sejumlah
legislator Ohio karena dianggap memberikan angin segar bagi penerusan
manfaat PLTN dan PLTU yang tidak efisien (Munson 2019), menghambat
perkembangan energi terbarukan dan melemahkan standar efisiensi energi.
Namun HB 6 tetap tatrpada tahun Juli 2019. HB 6 tahun 2019 Heaisi
outpada dua PLTN yang dimiliki FirstEnergy dan dua PLTU yang dimiliki oleh
Ohio Valley Electric Corporation. Keempat pembangkit listrik ini berada

1“4 . Coal PoweRetHlraennie nRo sOi8 Septenmber 2023 di akses
https://www.powermag.com/cepbwerplant postretirementoptions/.
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dalam keadaan merugi karena tidak bisa bersaing demg@etitor dari

PLTG dan energi terbarukan. Di sini kontroversialnya: Ongkos bailout ini
ditanggung dalam bentuk tambahan biaya listrik yang dibayarkan oleh
konsumen listrik yang besarnya US$170 juta/tahun sampai tahun 2027
(Galliher 2021).

Federal Busai of Investigatiofi-Bl) menemukan fakta hukum bahwa dalam
proses pembuatan HB 6 ada penyuapan yang dilakukan oleh beberapa pihak
pada senator di Ohio sebesar US$ 61 juta. Penyuapan dilakukan lewat satu
organisasi non profit bernama Generation Now dioargnya dipakai

untuk membantu kampanye atau kebutuhan pribadi lainnya. FirstEnergy
menjadi satu pihak yang sudah dikenakan hukuman atas skandal ini. Namun
dari HB 6 itu, FirstEnergy mendapatkan uang lebih dari US$ 1 miliar yang
dipergunakan untuk membiagaerasional PLTU (Anderson 2023). Pihak
lain, seperti Ohio Valley Electric Corp, walaupun belum diperiksa, namun
sudah mendapatkan keuntungan berupa subsidi dengan masih
beroperasinya dua PLTU yang dimilikinya. Karena itu HB 6 selayaknya
dicabut seluruhya (Editorial board of Cleveland 2023).

Dengan demikian, skandal ini berbeda dengan apa yang sedang dicari, alih
alih mempensiunkan PLTU, kasus di Ohio ini malah memperpanjang usia
operasional PLTU. Tapi skemanya bisa dipelajari karena dalam hal pensiun
dini dilndonesigoun aspek penerbitan kebijakan menjadi salah satu titik
kritis terjadinya tindakan korupsi.
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Pelajaran dari pengalaman Amerika Serikat di atas, antara lain adalah:

1)

2)

3)

Faktor terjadinya pensiun dini PLTU:

a) Penutupan atau pensiun duisebabkan karena PLTU sudah
berumur lama, maka teknologi yang dipakainya sudah tua
sehingga tidak efisien lagi.

b) Aturan yang semakin ketat dalam soal lingkungan hidup dan
kebijakan dekarbonisasi. Aturan terakhir yang lahir adalah
Presiden Biden melalui ER#&ngeluarkan kebijakan bagi PLTU
dan PLTG untuk menurunkan emisi dengan tenggat akhir pada
2040 (Puko 2023)

c) Kalah bersaing dengan dengan sumber primer lain seperti gas dan
energi terbarukan (solar dan angin), yang jauh lebih murah dan
tersedia melimpah (vhan 2023).

Karena bertumpu pada mekanisme pasar, maka penutupan atau
pensiun dini lebih banyak dilakukan oleh PLTU yang sudah tua dan
berkapasitas kecil. Pada tahun 2021 hanya ada dua PLTU dengan
kapasitas di atas 1000 MW yang pensiun dini, RRiflW Rockport
(mulai beroperasi tahun 1984, kapasitas 2600 MW, pensiun dini tahun
2028) dan Gibson (mulai beroperasi 1975, kapasitas 3132, pensiun dini
pada tahun 2038) yang keduanya ada di Indiana. Sementara 8 PLTU lain
masih belum ada rencana pensiun(@earino 2021).

Kasus korupsi terjadi dalam bentskate capture di mana pihak
swasta memakai lembaga nrprofit untuk menyuap, memberikan
fasilitas kepada legislator dan pejabat eksekutif dengan tujuan agar
mereka membuat regulasi yang menguntunkg@entingan penyuap
(yang bergerak dalam penyediaan listrik dari nukliradarara
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2. Pengalaman Belanda.

Belanda menerbitkddU Larangan Pengguna@atu
- bara untuk kelistrikan Wet verbod op kolen bij

elektriciteitsproductieStaatsblad 2019, No. 493) pada

tahun 2019 yang secara tegas melarang penggunaan
- batu barauntuk energi listrik pada 1 Januari 2030.

Ketika UU tersebut terbit di Belanda hanya ada 5 PLTU
tersisa, sehingga PLTU yang ada harus tghplam tahun 2030 atau
pensiun dini. Kelima PLTU tersebut berada dalam kondisi yang berbeda dan
karenanya perlakuannya berbeda pula. Ada yang langsung ditutup, ada juga
yang harus melakukan transisl® tahun.

PLTU Hemweg 8 dimiliki oleh Vattenfall ¢moperasi sejak 1994. PLTU
Hemweg tidak memiliki sumber energi selairbdaribaraUmurnya juga

sudah tua dengan teknologi lama yang tidak dimungkinkan dipasangkan
teknologi terbaru untuk menyesuaikan dengan peraturan lingkungan
terbaru. Oleh karena IRLTU ini diputuskan ditutup lebih awal pada 1
Januari 2020. Penutupan cepat ini membuat pemilik PLTU Hemweg
menderita kerugian dan karenanya Belanda memberikan kompensasi
finansial sebesar K52.5 juta pada 20
pada 23 Deseber 20109.

PLTU Amer Unit 9 (dimiliki oleh RWE) sudah melakukangcdengan
biomass (pelet serbuk gergaji) dan diharuskan tidak memakatuidogra

pada tahun 2025 sehingga harus 100% memakai biomassa (PLTU berubah
menjadi PLTBm). Tidak ada kongaesi bagi PLTU Amer Unit 9.

Tiga PLTU lain merupakan PLTU baru, yaitu Eemshaven (RWE; beroperasi
2015), Maasvlakte (Riverstone/Onyx; beroperasi 2015) dan Maasvlakte 3
(Uniper: beroperasi 2016). Ketiganya masih diperbolehkan beroperasi
sampai tahun 2030.
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Pemerintah Belanda pada awalnya menawarkan biaya kompensasi sebesar
maksimum 328.000 euro/MW. Namun hanya PLTU Maasvlakte yang
menerima angka tersebut (dengan kapasitas 731MW, kompensasinya
diperkirakan sekitar 240 juta Euro), sementara kedua PLT\éralakm
dengan alasannya kompensasinya terlalu rendah (Verbeek 2021).

Karena itu akhirnya Pemerintah Belanda tidak memberikan kompensasi
dengan alasan waktu sisa sampai tahun 2030 bisa dipergunakan oleh
mereka untuk mengembalikan biaya investasi mere&adapat
pemerintah Belanda ini seiring dengan pendapat dari IEEFA, EMBER dan
SOMA vyang menyatakan bahwa ketiga PLTU sebenarnya sudah
mendevaluasi asetnya jauh sebelum UU pelarbagabaraintuk energi

listrik hadir di tahun 2019. Devaluasi ini dilakldesena ketiganya kalah
bersaing dengan pembangkit listrik dari energi terbarukan dan gas serta
harga karbon yang terus naik. Hal tersebut berimbas pada rendahnya
penggunaan listrik dari ketiga PLTU tersebut dan pada akhirnya keuntungan
terus turun sejakahun 2018 dan diperkirakan akan merugi mulai tahun
2022. Ketiga merugi bukan karena aturan baru dalam tahun 2019, namun
karena mereka bertiga mengambil keputusan investasi yang salah, sehingga
tidak layak dikompensasi oleh negara (Verbeek 2021).
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Kepuusan Pemerintah Belanda ini ditentang oleh RWE dan Uniper.
Keduanya mengajukan klaim keberatan kepada pemerintah Belanda. PLTU
EemshaveiRWE meminta kompensasi lebih dari 1,4 miliar Euro atas tidak
bisa beroperasi secara normal yang membuatnya tidak itisag;u
sementara Uniper mengajukan kompensasi antara 850 juta euro s/d 1 miliar
euro® Keduanya bahkan menggugat di badan arbitrase internasional
(ICSIDinternational Center for Settlement of Investment Djsjabar
terakhir gugatan di ICSHdalah Kasus RWE vs Kerajaan Belanda masih
berlangsungf sedangkan kasusnya Uniper dihentikan, dengan alasan yang
tidak begitu jelad’

]

Lo
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3
ew
*

- CFRe |

Pembangkit Listrik Tenaga Batubara RWE Eemshaven (Belan®=""
Sumber FotdRonald Bakkerflickr.com

5 . I EEFA/ EMBER: Energy Giants Demand Billion

Coal As s el September 202 kttpsd/ieefa.org/resoues/ieefaember
energygiants demandbillions dutchtaxpayersstrandedcoat assets.

% . Case Details | 1 CSID,  diakses 29 Agustus

https://icsid.worldbank.org/cases/casktabase/casaletail?CaseNo=ARB/21/4.

7 . Case Details | 1 CSID,  diakses 29 Agustus

https://icsid.worldbank.org/cases/casktabase/casaletail?CaseNo=ARB/21/22.
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3. Pengalaman Filipina

Filipina merupakan negara yang pada awalnya ti
tergantung padaatu baraNamun begitbbatu bara
dipakai sebagai sumber energi, bauran energinya t
naik dari hanya 6% pada tahun 1995, menjadi &
pada tahun 2020. Anehnya, produksi dombstik
baralebih banyak diekspor ke China, semeihizita
barayang dipakai untuk sumber PLAYA diimpor darindonesiadan
sebagian kecil dari Australia. Total kapasitas terpasang PLTU pada tahun
2022 adalah 10,6 GW dan terdiri dari 58 unit PLTU. Kapasitas RLTU aka
bertambah karena masih ada PLTU yang dalam proses konstruksi yang
kapasitasnya 1,6 GW dan dalam proses perizinan sebesar 2,7 GW (Suski et
al 2022).

Power Generation Mix,
in %, Philippines, 2020

m Coal
® Renewable Energy 17,50% 1,61%
Natural Gas ———— NI
B Geothermal

m Hydro

=oi 47,20%
Solar

H Biomass
Wind
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Filipina memandang akan terus memaka&i barasampai tahun 2040
dengan bauran yang terus naik. Behda kebijakan yang komprehensif
terkait dengan pengurangan emisi dari bahan bakar fosil. Walaupun
demikian, Kementerian Energi Filipina mengeluarkan kebijakan moratorium
untuk membangun PLTU baru pada tahun 2020. Hanya moratorium ini tidak
berlaku untulPLTU yang ada.

Dari sisi ekonomi politik, kondisi Filipina tidak jauh déndanesiaKroni

politik dan ekonomi menciptakan ruang sempit bagi pihak luar untuk
menyuarakan kepentingannya. Dalam soal PLTU, kelindan antara
pengusaha dan penguasa membudit sadanya inisiatif dekarbonisasi.
Perubahan hanya mungkin terjadi jika mereka mengubah pendirian karena
mungkin bisa menguntungkannya. Dalam soal pilihan antara tetap memakai
batu baraatau beralih ke energi terbarukan, persoalanya tidak terletak pada
kedua jenis sumber energi itu, tapi sejauh mana pilihan itu menguntungkan
dari sisi ekonomi dan politik mereka.

Seperti yang dilakukan oleh konglomerat Ayala. Pada 7 November 2022,
grup ini membuat gebrakan dengan mengumumkan mempeingtan

secara sutrela satu PLFdya dengan janji membangun pembangkit listrik

dari energi terbarukan sebagai gantinya. PLTU yang dipéingian

adalah South Luzon Thermal Energy Corporation (SLTEC) dengan kapasitas
246 MW di Batangas, Filipina. SLTEC dimiliki oleh gey@pl energi dari

Ayala Group. PLTU ini awalnya akan beroperasi selama 50 tahun. SLTEC
akan pensiun dini pada tahun 2040 atau separuh dari masa operasionalnya
yang dimulai pada 2015.
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Ongkos pensiun dini itu sebesar PHP 17,4 miliar, yang tendifirdarcing
debthutang Ayala Group sebesar PHP 13.7 miliar (US$ 236 juta) yang
diberikan oleh the Bank of the Philippines Islands and Rizal Commercial
Banking dan investasi modal sebesar PHP 3.7 miliar (US$ 64 juta) dari
Philippineso Guuaree Systeann(GSISE the Insular eife | n
Assurance, dan ETM Philippines Holdings. Di dalam ongkos pensiun dini itu
juga ada dana pembangunan pembangkit listrik terbarukan sebesar PHP 7.2
miliar (US$ 124 jutd§ Kelanjutan proses dari perjanjian ETM sukarela ini
masih dilihat kedepannya. Namun jika itu berhasil, maka ini juga menambah
pilihan dalam melakukan pensiun dini PLTU. Di Filipina bisa terjadi proses
sukarela mempensitginikan PLTU, dalam kondisi tidat kdmpetisi dari

energi fosil primer lain atau energi terbarukan, tidak ada kebijakan iklim yang
ketat dan komprehensif dari negara dan tidak ada kompensasi atau subsidi
dari negara.

8 Nick, ; ACEN Completes the WorACBNos First
(blog), 8 November 2022, https://www.acenrenewabte622/11/acen
completesworldsfirst-energytransitioamechanismetm-transaction246- mw
sltec-coatplant/.
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4. Pengalamaghile

Chilebaru membangun PLTU pada tahun 2005 sebagai
respon atas krisis gas di Argentina yang menyebabkan
pasokan gas ke pembangkit listrikCthileterhambat

dan juga untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus
meningkat di dalam negeri. Tercatat ada 28 unit PLTU
dengan kapasitas terpasang 4,6 GW. Pada tahun 2020,
sekitar 33% dari pembangkitan listrik berasal dari PLTU (Hauser 2021).
PLTU diChiledimiliki oleh AES Gener, Colbun, Enel dan Engie. Karena
cadangan batu bara dalam negerinya sedikit, berada di dasgasulia
dijjangkau dan kualitasnya rendah, membuat Chile harus mengimpor
sebagian besdratu baralari Kolombia, Australia dan Amerika Serikat.

Chile memutuskan untuk keluar d@atu baradidorong oleh tekanan
kebijakan iklim internasional dan juga skapercayaan diri atas
melimpahnya sumber energi terbarukan di dalam r@gé&memproduksi

2 jenis mineral penting untuk transisi energi ke energi terbarukan, yaitu
tembaga (23,6% produksi dunia) dan Lithium (30% produksi dunia) (IRENA
2023a), serta mmiliki potensi tenaga matahari tertinggi kedua (5,36
kWh/kWp) di dunia setelah Namibia (5,38 kWh/kWp) (Maguire 2023).

Chilememulai proses keluar daaitu baralengan membentuk KonBsitu

bara pada tahun 2018. Komiddatu baraini merupakan lembaga
muliistakeholder yang anggotanya berasal dari pemilik PLTU, lembaga
negara, asosiasi pengusaha jaringan listrik, asosiasi konsumen, akademisi,
NGO, serikat buruh/komunitas energi, pemerintah daerah, lembaga
internasional (GlZ) dan lembaga independen. Tug&®odasiBatu bara
adalah mengevaluasi dampak dari meninggbaidarbaralan penggunaan

atau perubahan fungsi dari fasilitestu bara Komisi ini bekerja sampai
Januari 2019 dan menghasilkan laporan yang menjadi dasar dari skema
keluar darbatu bara anisipasi dampaknya pada sosial, lingkungan dan
ekonomi dan rencana tahapan pensiun dini semua PLTU.
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Sebagai tindak lanjut dari laporan Kola&u barapada 4 Juni 2019,
Presiden Chile mengumumkan kesepakatan untuk secara sukarela menutup
semua PLTada tahun 2040Vpluntary Coal Retirement Scheihan
melakukan pensiun dini terhadap 8 dari 28 PLTU pada tahun 2024. Pemilik
PLTU menandatangani komitmen untuk melakukan pensiun dini PLTU dan
berinvestasi dalam energi terbarukan

Sehingga ada dua tgh dalam proses pensiun dini PLTGHhdle Tahap
pertama berupa 8 PLTU dengan total kapasitas 1 GW yang akan pensiun dini
pada tahun 2024. Tahap kedua,berupa sisa dari PLTU lainnya yang akan
tutup paling lambat pada tahun 2040. Kenyataannya, samp@2luiida

18 PLTU (65% dari semua PLTU) yang berencana dizéniiam pada

tahun 2025 (Hauser 202%ghingga melampaui target dari tahap pertama
Voluntary Coal Retirement SchemBahkan Enel memutuskan
mempercepat proses pensiun dini dua RiyEpada Desember 2020 dan

Mei 2022. Padahal rencana awalnya baru akan pensiun pada Desember
2022 dan tahun 2024.

Pertanyaan penting dalam skema pensiun dini PCHieathi adalah siapa

yang mengongkosi proses ini? Sejauh yang diketahui oleh publik, amumny
pembiayaan berasal dari pemilik PLTU tersebut. Pembiayaan penutupan
PLTU ini termasuk juga di dalamnya pelatihan bagi pegawai PLTU, restorasi
lahan, ganti rugi kepada komunitas atau menunaikan janji kepada
komunitas sekitar PLTU. Semuanya ditanggung@labahaan sendiri.

9 Mat hi as Kal kuh!l dk k-out RequBes blewéMsdel§af | Coal Ph
De v el o Natueeknergy, no. 11 (November 2019): 89900,
https://doi.org/10.1038/s4156®19-0500-5.
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Selain biaya sendiri, bisa juga melakukan perjanjian dengan pihak lain,
seperti yang dilakukan oleh Engie Energia Chile. Perusahaan multinasional
dari Perancis ini memonetisasi hilangnya GRK dari PLTU yang dipensiun
dinikan dan meggantinya dengan proyek PLTB (tenaga angin). Pendanaan
dengan tenor 12 tahun ini didapatkan Engie dari IDB sebesar US$ 125 juta.
Paket keuangan terdiri dari pinjaman senior sebesar $74 juta dari IDB Invest,
$15 juta pembiayaan campuran dari Clean Teclrielogl (CTF) dan $36

juta dari Chinese Fund forf@mncing di Amerika Latin dan Karibia.

Namun, pemerintah Chile tidak sepenuhnya lepas tangan dari beban
pembiayaan pensiun dini PLTU. Pemeritiaile me mb u a t . Strate
Reserve St at us yafgefeisiun dinib Bemgan HRE Tni)
pemerintah menyediakan dana sebesar sampai 60% dari kapasitas total
suatu PLTU, yang bisa berlangsung paling lama selama lima tahun sejak
PLTU itu pensiun dini, untuk tetap beroperasi jika ada kejadian darurat
(Destephan@022). Dengan kata lain, fasilitas ERE ini seperti cadangan

yang akan terpakai jika ada keadaan darurat energi di Chile sambil
menunggu kontribusi lebih besar dari pembangkit listrik dengan sumber
energi terbarukan.
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Dari pengalama@hileini ada bebmpa catatan yang bisa dituliskan:

1)

2)

3)

4)

Jumlah PLTU dan pemiliknya sedikit. Sedikit aktor berujung pada tidak
terlalu banyak kepentingan yang bermain. Apalagi keempatnya
merupakan perusahaan multinasional yang memiliki komitmen
dekarbonisasi kelistrikan digkat global.

Selain itu sebelum sampai kesepakatan pensiun dini, keempat
perusahaan sudah berinvestasi di energi terbarukan sehingga mereka
melihat bahwa proses pensiun dini PlyBdg sebenarnya dilakukan
secaratop-downoleh pemerintdirdapat mereka sepati dan dilihat
sebagai strategi untuk mengurangiko. Mereka sendiri dengan
jaringan multinasionalnya sudah mengetahui balatvabarasudah

tidak lagi efisien dan di masa depan malah akan menjadi beban
daripada aset (Destephano 2022).

Proses pensiun dini PLTU dilakukan dengan proses yang terbuka,
melibatkan hampir semua stakeholder dalam rantai pasolbara
Keputusan pemerintah efbbitkan setelah ada kesepakatan yang
dipahami oleh semua pihak.

Kehadiran negara yang menjadi pihak yang meminta adanya
implementasi pensiun dini ternyata tidak berkonsekuensi pada negara
harus menyediakan biaya kompensasi pensiun dini Boitihnya

biaya ditanggung oleh pemilik PLTU atau berasal dari pihak ketiga yang
mau membiayai skema pensiun dini tersebut. Ini berbeda dengan kasus
di Belanda yang sifat pensiun dininya bersifat wajib dan sekaligus
menyediakan kompensasi.
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5. Pengalaman tha.

India merupakan negara pemakai, pengekspor ,
pengimpor batu bara kedua terbesar di dunia.
Kontribusibatu baradalam perlistrikan India juge -

sangat besar (lebih dari 70%) dan menjadi tulang

punggung dari kemajuan ekonomi India. Kapasitas terpasang PLTU India
sebesar 209 GW dengan total unit 196. Dengan kapasitas seperti itu

menyumbangkan emisi karbon lebih dariliar ton CO2 tiap tahunnya
(Suski et all 2022).

India memiliki pandangan yang tegas sa#th baraini. Walaupun ada
tekanan unt b&u barfpadh saatrpémbidaeani Perjanjian
Pari s, namun Il ndia (dan -dcchwmaa ) atme mi |
mengurangi ketergantungan padau baraAlilalih keluar dabatu bara

India memilih untuk menaikkan bauran energi dari sumber energi terbarukan
dengan target mencapai 450 GW pada tahun 2030. Target ini merupakan
bagian dari janji India dalam NBy@ yakni mengurangi emisi gas rumah
kaca (GRK) sebesar 45% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat tahun
2005 pada tahun 2030 (Singh dan Sharma 2021)b&tanbaratetap

menjadi tumpuan dari India. Karena itu tidak ada kebijakan yang menyasar
pada mempemsnkanrdini PLTU di India. Bahkan ada kebijakannya terkait
PLTU ini berubahbah: Mei 2022, India berencana memensiunkan 81 unit
PLTUnya?°, namun kebijakan ini diralat pada Januari 2023 sebagai
antisipasi naiknya permintaan enétghda beberapa sebab ridéarik
menarik kebijakan ini terjadi. Pada dasarnya, sepkmtiotiesia pemain

20 s I'ndia aims to cut po-fuedplantsswtepdydarsf r om at | e
Reuters,  diakses 18 Oktober 2023, https:/
businessfindiglans phasedownleast 81-coalfired utilities-4-yearsdocument
2022-05-30/.

2L I ndi a a snrotretine toafired goweedants tid 208th ot i ce | Reuter s,

diakses 18 Oktober 2023, https://lwww.reuters.com/business/energpdsidia
utilities-not-retire coatfired-power plantstill-2030-notice 2023-01- 30/.
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batu baramempunyai kekuatan besar dalam peta politik India sehingga
menentukan dalam kebijakan energi India. Adani untuk menyebut salah satu
pemainnya. Di samping itbatu baramenyumbang kemajuan ekonomi
India. Sebagai contoh, India menerima dividen besar tiap tahunnya dari Coal
India, perusahaabatu baraterbesar di dunia dan India Railways, yang
menjadi transpor utantemtu baramempekerjakan lebih dari 1 juta orang
dadam operasi perusahaannya dan keuntungan dari itu dipergunakan untuk
mensubsidi tiket kereta api penumpang di India (Parkin 2021). Namun
demikian, India pernah mengalami kejadian yang memaksanya menutup
(walau sementara) 5 PLTU yang ada di sekitar Nevwp&dhNovember

2021. Penutupan sementara itu terjadi karena sumbangannya pada polusi
udara ibu kota India terseBétSetelahnya polusinya turun, 5 PLTU itu
kembali beroperasi.

Selain itu, ada juga penutupan PLTU sebagai akibat dari bangkrutnya
kawasarnyang jadi konsumennya. Salah satunya adalah kasus Betul dan
Satpura Thermal Power Station. PLTU Satpura merupakacaplivé)

untuk kawasan Betul. PLTU ini sekarang dalam pesgsve shutdown

atau tidak dihidupkan karena tidak ada pembelinya. Karena itu unit yang ada
akan segera dipensidinikan dengan tenggat paling lama 2027.
Keputusan ini tidak dilatarbelakangi oleh kebijakan negara India, namun
karena PLTya sendiri sudah tua dengamiglgi tua yang tidak efisien

dan pembelinya juga sudah tidak ada.(Gupta 2021). India sampai sekarang
tidak memiliki tenggat waktu yang tegas terkait dengan pensiun atau
pensiun dini PLTFbya.

2 1 ndi a iffShutsgoFve Godli r ed Power Pl ants around
November 2021, https://www.cnbc.com/2021/11/17/irdiamporarilyshutsfive
coatfired-powerplantsaroundnewdelhi.html.
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3.2.Pelajaran dafrosesPensiunDini PLTU dBerbagaiNegara

Dari pengalaman negamagara yang sudah mempensiun dinikan PLTU
nya dapat ditarik beberapa pelajaran penting:

(1) Faktor pendorong terjadinya pensiun dini PLTU pada awalnya
merupakan tuntutan pasar, namun faktor regulasi/kebijakan ketat dari
negara dan lembaga lainnya dalam satu dekade terakhir menjadi faktor
pendorong penting. Banyak PLTU yang sudah tidak efistera kar
berumur tua, memakai teknologi lama dan kalah bersaing dengan jenis
energi primer lain seperti gas bumi dan energi terbarukan. Namun
dalam satu dekade terakhir tuntutan pensiun dini (bahkan penutupan)
PLTU banyak didorong oleh regulasi dalam soalidiggk hidup dan
penanggulangan dampak perubahan iklim. Regulasi ini tidak hanya
hadir dalam bentuknya yang manddtoarsif (seperti Coal
Combusti on Rangaddd Anheoka SeRkat), Bamun ada
yang sifatnya sukarela. Di sisi lain, perintabkupénsiun dini PLTU
juga bisa hadir karena putusan pengadilan.
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(2) Penanggung ongkos dalam pensiun dini. Pada dasarnya tergantung
pada kondisi dari adanya skema pensiun ini PLTU: Apakah sukarela
(tuntutan pasar) atau diwajibkan (mandatory).

Dalamskema sukarelabiaya seluruhnya umumnya ditanggung oleh
pemilik dan shareholder lainnya. Pemilik PLTU akan menghitung antara
pemasukan yang turun dengan biaya pensiun dini sebelum pada
kesimpulan apa yang akan dilakukan dengan asetrBiaTkktika
penutypan terjadi. Biaya pensiun dini antara lain berupa kompensasi
kepada pihak ketiga, pengurangan waktu pembayaran hutang, dan
lainnya. Dalam skema ini negara biasanya hadir dalam proses awal
untuk memastikan pemensiunan dini tidak mengganggu pasokan listrik
atau dalam proses ketenagakerjaan dan masalah sosial yang hadir
akibat pensiun dini PLTU. Dalam skema sukarela pun masih
memungkinkan ada pihak ketiga yang membiayai proses penutupan
PLTU tergantung kesepakatan dengan pemilik PLTU.

Dalam skema diwajibkadiawali dengan adanya kebijakan yang
memerintahkan pengurangan kapasitas pasokan energi dari PLTU atau
bahkan penutupan PLTU. Kehadiran negara atau pihak ketiga lain
dalam proses pensiun dini PLTU dapat mengalihkan sebagian biaya
pensiun dini yang pada @wya berada di tangan pemilik PLTU dan
umumnya memberikan kompensasi finansial. Tapi bisa juga kebijakan
mandatori ini tanpa memberikan kompensasi seperti yang terjadi di
Chile Tergantung pada seberapa kuat keinginan negara tersebut
melepaskan diri dabatu bara Pada skema inipun ongkosnya bisa
ditanggung oleh hanya pemilik PLTU atau bisa juga mengundang pihak
ketiga yang membiayai proses pemensiunan dini PLTU. JETP terbit dari
kondisi seperti ini: Negara menerbitkan kebijakan penutupan atau
pengurangarkapasitas PLTU, namun yang membedakannya adalah
ada pihak ketiga yang membiayai sebagian dan bahkan keseluruhan
dari proses pemensiunan dini.
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Dalam kondisi mandatoaida proses pemaksaan kepada pemilik PLTU
yang tidak sesuai dengagersyaratan untuk mempensidinikan
PLTUnya. Dalam proses ini ada sejumlah target yang ditetapkan oleh
negara yang harus diikuti oleh pemilik PLTU, termasuk juga pemilihan
PLTU yang akan dipensidimnikan. Mekanisme pemilihan ini berbeda
beda tergantundgondisi bauran energi, fiskal negara, dll. Negara
Jerman memilih proses lelang untuk menentukan PLTU mana yang
dipensiurdinikan, Chile dan juga Belanda pada sisi lain menetapkan
seluruh PLTWya harus pensiun, sementara di Amerika Serikat proses
pemilihamya diawali dengan adanya kesepakatan tertentu dengan
pemilik PLTuhya. Negara menyediakan bantuan keuangan dengan
persyaratan tertentu yang bisa diakses oleh pemilik yang mau
memensiunkan PLIya.

(3) Proses pensiun dini tidak berhenti pada berhentipgeasi PLTU
( shut down ) tetapi ada juga pilihan wu
PLTU;fepurposingcoalplanty s et el ah berhenti ber
sumber energi; ganti ke teknologi terbaru, atau dijual sebagai aset
properti yang bisa dikembangkan. Teukgsga di dalamnya adalah
menunaikan kewajiban kepada komunitas, merestorasi lahan dan
badan air, mengolah/mengelola limbah PLTU atau mengurus tenaga
kerja. Hal ini untuk mencegah pemilik PLTU yang terlibat dalam pensiun
dini menelantarkan pekerja dan wamakat sekitar PLTU setelah
mendapatkan kompensasi.

Co-firing

s NB  60%

gfs’r‘m%%?m ‘ pada Tahun 2030
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(4) Dari pengalaman pensiun dini negara lain, ada kasus menarik dari
Amerika Serikat. Kasusnya masuk dalam katet@gtei captureyakni
jenis korupsi sistemik dan merusak yang memengaruhi dan/atau
membentuk kebijakan dan regulasi negara. Dalam kasus di Ohio, pihak
penyuap (pemilik PLTN dan PLTU) berhasil membuat regulasi tingkat
negara bagian yang menguntungkan keberlanjutan bisnis mereka di
tengah semakin ketatnya persaingan bisnis dengan enleagilkan
dan ketatnya regulasi lingkungan hidup dan perubahan iklim serta
membebani ekonomi konsumen listrik.

Belajar dari pengalaman negara lain, kebijakan yang tegas dan imparsial dari
pemerintah sangat penting. Meskipun pada awalnya pensiun dimglidoro
oleh mekanisme pasar karena pembangkit tua semakin tidak efisien. Tetapi
pada akhirnya, keputusan tegas dari pemerintah dibutuhkan karena
besarnya dampak dari pembangkit batu bara terhadap lingkungan,
kesehatan dan terutama kontribusi batu bara terhmetapahan iklim.

Pensiun dini PLTU juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Keputusan
yang diambil pemerintah mewakili kepentingan publik dan dipahami oleh
semua pihak. Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting karena
besarnya resikkorupsi yang akan didiskusikan berikut ini.
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Pensiun dini PLTU dapat berupa
perubahan peruntukan PLTU
Pensiun dini PLTU dapat terjadi karena: (repurposing coal plant) pasca

@ Tuntutan Pasar. pensiun berupa:

@ PLTU tua banyak yang tidak efisien et ubah. Sl e-nergl
& mahal sehingga kalah bersaing @ ganti tehnologi

dengan sumber energi lainnya. @ dijual sebagai aset properti
@ Regulasi yang ketat dari negara
tentang Lingkungan & perubahan

»

Perubahan peruntukan mencegah
pemilik PLTU lepas tanggung
Jawab atas pekerja & lingkungan
setelah mendapatkan

@ Adanya putusan pengadilan. _
kompensasi.

Pelajaran

dari Proses
Pensiun Dini PLTU
di Berbagai Negara

=

Proses Pensiun dini PLTU
sering dapatkan hambatan
karena ada praktek korupsi,
dari banyak kasus pemilik
PLTU menyuap atau
bekerjasama dengan pejabat
negara untuk membuat regulasi

4

o

Biaya pensiun dini PLTU

@ Skema Sukarela: . yang memperpanjang usia
Dltanggung sendiri oleh pemlllk PLTU. PLTU Sehingga bisa terus
@ Skema diwajibkan : untungkan bisnis pemilik PLTU
Ditanggung negara atau pihak ketiga. & pengusaha batu bara

® Skema Mandatori :
Ditanggung oleh negara atau pihak
ketiga dengan persyaratan khusus
yang memaksa pemilik PLTU
menutup PLTU-nya.
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Bab 4.
Risiko Korupsi

4.1. Risiko Korupsi dalam Skema Pensiun Dini PLTU

Sebelum masuk menjelaskaiko korupsi dalam skema pensiun dini PLTU,

Tl Indonesiahendakmenerangkan definisi soal korupsi terlebih dahulu.
Laporan inmemakai definisi korupsi dari Transparency International, yaitu

; Penyal ahgunaan kewenangan yang di
p r i BDdfinisi ini lebih luas dari definisi korupsi yangatiibleh Bank
Dunia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi
atau definisi korupsi yang ada di dalam reguladbonesiayang
mendefinisikan korupsi hanya sekedar melibatkan pejabat publik dan/atau
merugikan keuangan negdraporannimelihat definisi korupsi yang lebih

luas ini untuk mengantisipasi banyaknya praktek korupsi di tingkat swasta.
Karena melihat di dalam skema pensiun dini yang mungkin akan terjadi
banyak persinggungan tidak hanya ptfliksta, tetapi juga antar pihak
swasta privateto-privatg yang nantinya akan merugikan tujuan dari
skema pensiun dini PLTU.

2 :What Is Corruption?,’ Transparency.org,
https://www.transparency.org/en/whiat corruption.
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Selain itu, untuk mengantisipasi kehadiran pihak ketiga yang membiayai
pensiun dini PLTU yang dananya bisa 100% dana swasta atau campuran
dengan dana publik.kdi hanya bertumpu pada pejabat publik dan/atau
dana publik (keuangan negara) maka fenomena perkembangan korupsi
(yang biasa muncul dalam sektor sumber daya alam ini) tidak akan bisa
diwadahi yang selanjutnya lepas dari penegakan hukum.

Melihat konteks dam negerindonesialan keengganan indudiatu bara

untuk ikut dalam proses dekarbonisasi, tampakmanesieakan masuk

dalam skema mandatori. Faktor yang menjadi penghalang bisa digolongkan
sebagai berikut:

1) Rerataumur PLTU yang mudal®@ahun)Menurut IHS Maak pada
tahun 2021, 58% PLTUlddonesiabaru beroperasi kurang dari 10
tahun, 35% baru beroperasi antara230tahun dan 7% sudah
beroperasi lebih dari 25 tahun (IHS Market dikutip Vince Heo 2021).

2) Karena masih muda, kontrak jual Isttiknya masih panjang;

3) Beberapa bahkan sudah menerapkan teknologi terkini (supercritical,
ultra supercritical);

4) Umumnya dimiliki oleh BUMN yang mendapatkan perlakuan khusus
dari negara;

5) Jikapun tidak dimiliki oleh BUMN, tetapi dimiliki pédglgusaha yang
punya akses paddan bahkan mempengarukekuasaan politik
(kewenangan publik);

6) Pasokarbatu barggang mudah, dekat dan murah:

7) Negara memiliki hambatan keuangan untuk membiayai sendiri skema
pensiun dini PLTU;
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FAKTOR PENGHALANG PEMENSIUNAN DINI PLTU DI INDONESIA
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D

—_ '
Pasokan Keuangan negara
batu bara [ minim biayai skema
mudah, dekat pensiun dini PLTU

dan murah

Maka inisiatif pemensman dini PLTU sepertinya tidak mungkin hadir dari
pemilik PLTuhya. Negara harus hadir untuk memastikan kebijakan yang
telah dibuatnya dilaksanakan di lapangan. Tentu agak sulit untuk berharap
seperti kejadian @@hileyang proses pemensiunan dini Rioyddidukung

oleh pemilik PLTU. Kondisi kelebihan pasokan listrik memang bisa menjadi
pendorong pensiun dini. Namun kelebihan pasokan ini tidak merata di
seluruhindonesiaKelebihan pasokan hanya terjadi di jaringan-Baa
sementara di jaringan laioyklisinya berbeda: persentase rasio elektrifikasi
memang tinggi, namun tidak memperhitungkan stabilitas listrik alias listrik
terpasang namun hidup hanya beberapa jam sehari, sisanya mati (Yuxuan,
Renaldi 2022).
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Pada titik ini pemensiunan dini bisa hadir sebagai mandatori yang
ditetapkan oleh negara. Tentu saja negara bisa membuat aturan yang lebih
ketat dalam proses pemensiunan dini. Namun jika itu dilakukan maka
penegakan hukum harus dilakukan dengan tegasodaistien. Satu hal

yang belum optimal dilakukarnirlonesiaDengan alasan itu pula, negara
bisa menyediakan fasilitas (kompensasi, subsidi, jaminan) agar pemilik
PLTU mau terlibat dalam skema pensiun dini -Riz&UPenyediaan
fasilitas ini bisa dari kaorig sendiri atau berasal dari pihak luar.

Kehadiran negara dengan fasilitas yang disediakannya menimisikkan r
kKorupsi . Hal tersebut terjadi karen
pengurangan kewajiban lain yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi

pihak lain, membuka ruang diskresi, penyelewengan wewenang dan
keuangan negara dan pada ujungnya menimbulkan kerugian pada
masyarakat secara umum.

Asap dari Cerobong PLTadczip

Sumber Foto: LBH Yogyakarta
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